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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan 

 Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat berdasarkan hasil praktik 

kerja lapangan yang prakitakan lakukan  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, 

Pulogadung, Jakarta Timur yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari di 

perkuliahan. Praktik Kerja Lapangan juga sangat bermanfaat untuk soft skill 

dan interaksi mahasiswa terhadap lingkungan dunia kerja. Kegiatan PKL ini 

dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penyusunan Karya 

Ilmiah sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan 

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 PKL ini dilakukan praktikan dibidang seksi Pengelolah Data dan 

Informasi (PDI) agar pemahaman mengenai dunia pengolahan data dan 

informasi di bidang perpajakan. PKL merupakan bagian kurikulum wajib di 

program Studi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta yang berbobot 2 SKS. 

PKL ini diharapkan dapat member kesempatan bagi mahasiswa 

akuntansi untuk menerapkan ilmunya serta memperoleh pengalaman kerja di 
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perusahaan atau instansi yang dipilih sebagai tempat PKL. Diharapkan PKL ini 

dapat member pengalaman yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajari. Dalam 

rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka diharapkan mahasiswa mampu 

memahami ilmunya dan pada akhirnya mempunyai kepekaan yang tinggi 

terhadap dinamika industri dan organisasi berdasarkan permasalahan yang ada. 

PKL ini dituntut untuk lebih berorganisasi, lebih aktif, tanggap 

terhadap permasalahan serta mampu berkomunikasi yang baik dengan antar 

karyawan. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah wawasan, 

keterampilan, etika, disiplin, kemampuan dan tanggung jawab. 

Laporan PKL ini mengambil topik tentang bagaimana cara mengarsip 

SPT  masa masyarakat sekitar wilayah pulogadung. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan 

Adapun maksud dan tujuan diadakanya PKL, yaitu:  

1. Maksud diadakannya PKL antara lain:  

a.  Memantapkan pemahaman mahasiswa mengenai dunia kerja 

sehingga mahasiswa tidak hanya sebatas mengetahui teorinya 

saja tetapi juga dapat mempraktekkan secara langsung; 

b. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis 

yang telah didapatkan dengan prekteknya di lapangan. 

c. Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang kerjasama 

dalam dunia kerja serta rasa tanggung  jawab yang  harus 
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dimiliki mahasiswa atas dasar prioritas apa yang harus 

didahulukan serta solusi dan perbuatan atas pengambilan 

keputusan pada permasalahan-permasalahan. 

 

2. Tujuan diadakannya PKL antara lain:  

a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 

dan persyaratan kelulusan Program D3 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

b. Memberikan pengetahuan serta gambaran kepada praktikan 

tentang kondisi dunia kerja yang sebenarnya. 

c. Melatih mahasiswa dalam disiplin terhadap waktu, serta 

integritas yang harus dimiliki oleh mahasiswa. 

d. Memperoleh wawasan tentang pelaksanaan pajak yang 

sesungguhnya. 

e.  Meningkatkan wawasan kepada praktikan agar dapat lebih 

merasakan pengalaman-pengalaman yang belum dirasakan 

sebelumnya. 

f.   Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. 
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C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan 

Praktek Kerja Lapangan atau PKL mempunyai manfaat yang sangat besar 

bagi perusahaan, mahasiswa maupun perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL 

tersebut antara lain: 

1. Bagi KPP Pratama Pulogadung: 

a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat 

membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Serta 

praktikan dapat membantu merekap hasil data yang 

diperlukan baik pekerjaan yang bersifat sehari-hari (tetap) 

maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap. 

b. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang 

berkualitas yang akan memasuki dunia kerja. 

c. Menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara 

instansi dengan lembaga Perguruan Tinggi. 

d. Sebagai sumbangsih pemikiran dan evaluasi dalam rangka 

meningkatkan kerja instansi. 

e. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pihak yang terlibat. 

 

2. Bagi  PKL bagi praktikan: 

a. Dapat terjun langsung di lingkungan kerja. 

b. Dapat mengetahui prosedur kerja di instansi pemerintah. 
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c. Meningkatkan ilmu mahasiswa jurusan akuntansi di bidang 

perpajakan dan Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata. 

d. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di 

bidang akuntansi perpajakan, sehingga memiliki 

keterampilan sesuai tuntutan lapangan 

e. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa 

dalam bekerja. 

f. Sebagai pembanding antara ilmu yang dimiliki mahasiswa 

dengan kebutuhan dunia kerja. 

g. Menemukan bahan-bahan yang akan dijadikan laporan 

hasil PKL ataupun Karya Ilmiah serta dapat dijadikan 

penelitian-penelitian suatu permasalahan yang terkait pada 

bidang perpajakan. 

 

3. Bagi PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi 

dunia kerja yang sebenarnya. 

b. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia 

kerja. 

c. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi 

yang terkait. 
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d. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan 

perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh 

kalangan dunia usaha. 

 

D. Tempat Praktek Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di Departemen Keuangan Republik 

Indonesia Direktorat Jendral Pajak (DJP). Praktikan ditempatkan pada Kantor 

Wilayah DJP Jakarta Timur: 

Nama perusahaan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakart Timur 

Alamat       : Jalan Pramuka Kav. 31, Jakarta Timur, 13120 

Telepon    : 021-8580021,8583319 

Fax      : 021-8581881 

Website    : www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-jakarta-pulogadung 

 Praktikan  memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Pulogadung sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL karena dekat dengan 

rumah dan juga praktikan ingin mengetahui lebih banyak mengenai proses 

menginput data di kantor perpajakan.  Praktikan di tempatkan pada bagian Sub 

umum dan membantu pada bidang Pengelolah Data Informasi (PDI). 
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E. Jadwal dan Waktu Praktek Kerja Lapangan 

Dalam melaksanakan PKL ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan Praktek Kerja Lapangan 

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat 

permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan 

Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pulogadung. 

Setelah surat permohonan dibuat, kemudian praktikan langsung 

memberikan surat permohonan PKL Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pulogadung. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017, praktikan harus 

mempersiapkan beberapa berkas terkait lamaran PKL di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung yaitu, surat permohonan pribadi 

dan surat permohonan dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian 

perusahaan menyetujui dan menghubungi kembali praktikan untuk 

melaksanakan PKL di perusahaan tersebut. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di KPP Pulogadung dimulai pada 

tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan 25 Agustus 2017 yang 

dilaksanakan setiap hari kerja, pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 

16.00 WIB dan waktu  istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 

13.00 WIB. 
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3. Tahap Pelaporan 

Praktikan  menyusun  laporan PKL untuk menyelesaikan mata 

kuliah PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma 

III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 

mempersiapkan laporan PKL pada tanggal 11 Agustus 2017 sampai 

dengan akhir November 2017. 

 

 
 



 
 

BAB II 

Tinjauan Umum KPP Pratama Pulogadung 

 

A. Sejarah Umum , Visi, dan Misi 
1. Sejarah Umum  

KPP adalah  unit organisasi yang melaksanakan  kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak  karena dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari KPP berhubungan dengan wajib pajak. KPP 

sangat diandalkan  oleh DJP dalam memberikan  pelayanan kepada wajib 

pajak untuk menghimpun  penerimaan pajak dalam wilayah  kerja  masing-

masing. KPP  Pratama  Jakarta Pulogadung merupakan salah satu unsur 

pelaksana DJP yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pelayanan, 

pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di 

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan 

atas Barang Mewah, PBB, BPHTB, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam 

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

KPP Pratama Jakarta Pulogadung didirikan pertama kali pada tahun 

1984 dengan nama Inspeksi Pajak Timur I. Pada tahun 1987 Inspeksi Pajak 

Timur I mengubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak timur I.
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Pada awal perkembangannya, Kantor Pelayanan Pajak timur I 

merupakan induk dari KPP Jakarta Pulogadung KPP Matraman dan KPP 

Cakung. Pada Tahun 1994 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No. 94/KMK.01/1994 tanggal 18 April 1994 KPP Matraman  lalu 

memisahkan diri ke Jl. Matraman 43. Kemudian pada tahun 2003, KPP 

Cakung I berpindah lokasi yakni di Jl. Pulo Buaran 4 No.11.Sedangkan KPP 

Cakung II masih menempati lantai 4 dan 5 KPP Pulogadung. 

Sejak tahun 2007 KPP Pulogadung resmi mengubah namanya menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung berdasarkan Surat 

keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-87/pj/2007 tanggal 11 Juni 

2007.  KPP Cakung II lalu pindah ke Jl. Rawamangun Raya/ Jl. Pemuda 

No.43. 

KPP Pratama Jakarta Pulogadung terletak di Jalan Pramuka kavling 31 

Jakarta Timur, yang terdiri dari 5 lantai. Dengan masing-masing peruntukan 

ruang sebagai berikut : 

Lantai I  : Seksi Pelayanan  

Lantai II  : Seksi Pengolahan Data & Informasi (PDI) 

  Seksi Ekstensifikasi 

  Bagian Umum  

Lantai III  : Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

  Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
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Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 

Lantai IV   :  Seksi Penagihan 

    Seksi Pemeriksaan 

    Seksi Fungsional I 

    Seksi Fungsional II 

Lantai V  :   Ruang Aula 

 

2. Visi Misi dan Nilai Direktorat Jenderal Pajak 

1.  Direktorat Jendral Pajak memiliki Visi, yaitu: 

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan 

sistem dan manajeman perpajakan kelas dunia yang sangat dipercaya 

dan dibanggakan masyarakat. 

2.  Direktorat Jendral Pajak memiliki Misi: 

Menghimpun penerimaan dalam Negara dari sektor pajak yang 

mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan 

Undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi 

tinggi 

3. Direktorat Jendral Pajak memiliki Nilai, yaitu: 

1. Integritas, dimana suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam 

tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, 
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prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang 

dihasilkan. 

2. Profesionalitas, merupakan kata sifat yang berarti karakter kerja 

seseorang dalam menekuni profesinya atau juga kemampuan untuk 

bertindak secara profesional 

3. dan  Inovasi, merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang 

belum pernah ada atau pun diterbitkan sebelumnya. 

 

3. Kebijakan, tugas, dan fungsi dari KPP Pratama  

    Adapun kebijakan, tugas dan fungsi dari KPP Pratama: 

a. Kebijakan 

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang 

telah ditetapkan, KPP Pratama Lubuk Pakam telah mengambil langkah-

langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, 

petunjuk, atau pegangan bagi setiap usaha kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan 

2. Mengamankan pencapaian rencana penerimaan pajak 

3. Terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak 

 

b. Tugas KPP Pratama 

Mempunyai tugas melaksanakan tugas penyuluhan, pelayanan dan 

pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah 
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dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas KPP Pratama 

Adapun fungsi dalam melaksanakan tugas KPP Pratama adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan 

produk hukum perpajakan. 

2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

3. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan. 

4. Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan Penagihan pajak. 

5. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

6. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

7. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 

8. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi. 

9. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak. 

 

B. Struktur Organisasi KPP Pulogadung 

Secara umum tugas Kepala Kantor dan masing-masing Kepala Seksi 

sebagai berikut: 
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1. Kepala Kantor KPP Pratama Pulogadung 
Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, 

KPPBB, dan maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas 

mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak 

Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah kerjanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan para Kepala 

Seksi/ Kepala Subbagian Umum untuk membuat rencana kerja 

masing-masing Seksi/Subbagian umum untuk dijadikan rencana 

kerja Kantor Pelayanan Pajak. 

 

2. Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Pulogadung 

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor 

dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan 

kesekretariatan terutama dalam pengaturan kegiatan tata usaha dan 

kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan. 

Kepala Subbagian Umum menugaskan pelaksanaan untuk 

menyiapkan konsep rencana kerja Subbagian Umum. Pelaksanaan 
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menyiapkan konsep rencana kerja Subbagian Umum  dan 

menyampaikan kepada Kepala Subbagian Umum. 

Kepala Subbagian Umum  meneliti dan menyetujui konsep 

rencana kerja Subbagian Umum dan menugaskan pelaksanaan 

untuk mengkomplikasi dengan rencana kerja Kantor Pelayanan 

Pajak. Pelaksana mengkomplikasi rencana kerja Subbagian Umum 

dengan rencana kerja seksi lain menjadi rencana kerja Kantor 

Pelayanan Pajak Subbagian Umum.  

Kepala Subbagian Umum meneliti, memaraf, dan 

menyampaikan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani, 

rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak dan mengembalikan kepada 

Kepala Kantor Subbagian Umum.  

Kepala Subbagian Umum menugaskan Pelaksana untuk 

mengirimkan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor 

Wilayah dan Direktur Jenderal Pajak. Pelaksana mengirimkan 

Rencana kerja kantor pelayanan Pajak ke kantor wilayah dan 

Direktur Jenderal Pajak. 
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3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan 

pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 

perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan 

perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak 

Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan 

aplikasi e-SPT dan e-Filing dan penyiapan laporan kinerja. Seksi 

Pengolahan Data dan Informasi bertugas melaksanakan: 

a. Pengumpulan dan pengolahan data. 

b. Penyajian informasi perpajakan. 

c. Perekaman dokumen perpajakan. 

d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan. 

e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan 

BPHTB. 

f. Pelayanan dukungan teknis computer. 

g. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling Penyiapan laporan  

kinerja. 

h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan 

menugaskan  para  Kepala seksi/Kepala Subbagian  masing-

masing. 
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i. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan 

Pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan Rencana 

Kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi.  

j. Pelaksana menyiapkan bahan Rencana kerja tahun berjalan 

dan usulan Rencana kerja tahun berikutnya, selanjutnya 

menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi. 

k. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempelajari, 

membahas, dan menyusun konsep Rencana Kerja bersama 

para Pelaksana, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak. 

l. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana 

Kerja Seksi Pengolahan data dan Informasi dan 

mengembalikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi. 

m. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima 

Rencana Kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang 

telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan 

menyampaikan Kepada Sub Bagian Umum untuk 

dikompilasi. 
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n. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima 

Rencana Kerja Kantor yang telah dikompilasi dari Subbagian 

Umum dan meneruskan kepada Pelaksana. 

o. Pelaksana menatausahakan dan melaksanakan rencana kerja 

tersebut. 

 

4. Kepala Seksi Pelayanan 

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan 

penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan 

dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan 

perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerjasama 

perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seksi Pelayanan 

bertugas melaksanakan : 

a. Penetapan dan Penerbitan produk hukum perpajakan 

b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan. 

c. Penerimaan dan mengolah surat pemberitahuan dan surat     

lainnya. 

d. Penyuluhan perpajakan 

e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak 

f. Kerja sama perpajakan.  
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Prosedur pembuatan rencana Kerja Seksi Pelayanan : 

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan 

menugaskan para Kepala Seksi/kepala Subbagian Umum 

untuk menyusun Rencana Kerja Seksi/Subbagian masing-

masing. 

2. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana untuk 

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi 

Pelayanan.  

3. Pelaksana menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan 

hasil kerja tahun berjalan dan usulan rencana kerja tahun 

berikutnya, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi 

Pelayanan. 

4. Kepala Seksi Pelayanan mempelajari, membahas, dan 

menyusun konsep Rencana Kerja bersama para Pelaksana, 

selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan 

pajak. 

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana 

Kerja Seksi Pelayanan dan mengembalikan kepada Kepala 

seksi Pelayanan 

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Rencana Kerja Seksi 

Pelayanan yang telah ditandatangani Kepala Kantor 

 
 



20 
 

Pelayanan Pajak dan menyampaikan kepada Subbagian 

Umum untuk dikompilasi.  

7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Rencana Kerja Kantor 

yang telah dikompilasi dari Subbagian Umum meneruskan 

kepada Pelaksana.  

8. Pelaksana menatausahakan dan melaksanakan Rencana Kerja 

tersebut. 

 

5. Kepala Seksi Penagihan 

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan 

dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan 

angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak 

sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi Penagihan bertugas 

melakukan : 

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif 

b. Piutang pajak 

Penundaan angsuran tunggakan pajak prosedur pembuatan 

rencana kerja: 

a. Kepala kantor pelayanan pajak memberikan pengarahan dan 

menugaskan para Kepala Seksi/Kepala Subbagian untuk 

menyusun Rencana Kerja Seksi/Subbagian masing-masing. 
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b. Kepala seksi penagihan mempelajari penugasan dan menugaskan 

pelaksana untuk membuat konsep Rencana Kerja Seksi 

Penagihan.  

c. Pelaksana membuat konsep rencana kerja berdasarkan hasil kerja 

tahun berjalan dan usulan rencana kerja tahun berikutnya, serta 

menyampaikan kepada kepala seksi penagihan. 

d. Kepala seksi penagihan mempelajari, membahas dengan para 

pelaksana, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak.  

e. Kepala kantor pelayanan pajak meneliti, menyetujui, dan 

menandatangani rencana kerja seksi penagihan serta meneruskan 

kepada seksi penagihan.  

f. Kepala seksi penagihan menerima rencana kerja kantor 

pelayanan pajak yang telah ditandatangani oleh kepala kantor 

pelayanan pajak dan menugaskan pelaksana untuk meneruskan 

ke subbagian umum.  

g. Pelaksana menerima dan meneruskan Rencana Kerja Seksi 

Penagihan ke subbagian umum untuk dikompilasi menjadi 

rencana kerja kantor pelayanan pajak. 

h. Kepala seksi penagihan menerima kompilasi rencana kerja 

kantor pelayanan pajak dari subbagian umum dan 

meneruskannya kepada pelaksana untuk ditatausahakan.  
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i. Pelaksana menatausahakan rencana kerja kantor pelayanan pajak 

tersebut.  

 

6. Kepala Seksi Pemeriksaan 

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan 

penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan 

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan 

pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Seksi 

Pemeriksaan bertugas melaksanakan : 

a. Penyusunan rencana pemeriksaan 

b. Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan 

c. Penerbitan dan penyaluran SP3 

d. Administrasi pemeriksaan lainnya 

Prosedur pembuatan rencana kerja seksi pemeriksaan : 

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan 

menugaskan para Kepala Seksi/ Kepala Subbagian Umum 

untuk menyusun Rencana Kerja Seksi/ Subbagian masing-

masing. 

b. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan pelaksana untuk 

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi 

Pemeriksaan.  

 
 



23 
 

c. Pelaksanaan menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan 

hasil kerja tahun berjalan dan usulan Rencana kerja tahun 

berikutnya, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi 

Pemeriksaan.  

d. Kepala Seksi Pemeriksaan mempelajari, membahas dan 

menyusun konsep Rencana Kerja bersama para pelaksana, 

selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak.  

e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana 

Kerja Seksi Pemeriksaan dan mengembalikan kepada Kepala 

Seksi Pemeriksaan.  

f. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Rencana Kerja Seksi 

Pemeriksaan yang telah ditanda tangani Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak dan menyampaikan kepada Subbagian 

Umum untuk dikompilasi. 

g. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Rencana Kerja Kantor 

yang telah dikompilasi dari Subbagian Umum dan 

meneruskan kepada pelaksana. 

h. Pelaksana menatausahakan dan melaksanakan rencana kerja 

tersebut. 
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7. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan 

dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan 

obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan 

ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Seksi Ekstensifikasi bertugas melakukan : 

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi 

perpajakan. 

b. Pendataan objek dan subjek pajak. 

c. Penilaian Objek pajak. 

d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan. 

Prosedur penyusunan rencana kerja seksi ekstensifikasi perpajakan: 

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan 

menugaskan para Kepala Seksi/Kepala Subbagian untuk 

menyusun Rencana Kerja Seksi/Subbagian untuk menyusun 

Rencana Kerja seksi/Subbagian masing-masing. 

b. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana 

untuk menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Seksi 

Ekstensifikasi Perpajakan. 

c. Pelaksanaan menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan 

hasil kerja tahun berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun 

berikutnya, berupa Rencana Kerja Penilaian Individual/Masal, 
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Rencana Kerja Pendataan Objek dan Subjek PBB, rencana 

kerja, pencarian data dan Rencana Kerja Penyandingan NOP 

dan NPWP, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala seksi 

Ekstensifikasi Perpajakan. 

d. Kepala Seksi Ekstensifikasi perpajakan mempelajari, 

membahas, dan menyusun konsep. Rencana kerja bersama para 

Pelaksana/Pejabat Fungsional penilai PBB, selanjutnya 

menyampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak.  

e. Kepala kantor pelayanan pajak meneliti, menyetujui Rencana 

kerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan mengembalikan 

kepada kepala seksi ekstensifikasi perpajakan. 

f. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan 

pelaksanaan untuk menyampaikan Rencana kerja Seksi 

Ekstensifikasi Perpajakan ke Subbagian Umum untuk 

dikompilasi menjadi Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak. 

g. Pelaksana menyampaikan Rencana kerja Seksi Ekstensifikasi 

Perpajakan ke Subbagian umum untuk dikompilasi menjadi 

Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak. 

h. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima Rencana 

Kerja Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditanda tangani 

Kepala Kantor dari Kepala Subbagian Umum dan meneruskan 

 
 



26 
 

kepada para Pelaksana untuk menatausahakan dan 

melaksanakan.  

i. Pelaksanaan menatausahakan dan melaksanakan Rencana Kerja 

Kantor Pelayanan tersebut. 

 

8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan 

kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN, PBB, 

BPHTB dan Pajak Lainnya), bimbingan/himbauan kepada wajib 

pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib 

pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak 

dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi 

hasil  banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi bertugas melaksanakan urusan: 

a. Pengawasan kepatuhan wajib pajak 

b. Bimbingan/ himbauan kepada wajib pajak 

c. Konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak 

d. Penyusunan profil wajib pajak 

e. Analisis kinerja wajib pajak 

f. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi 

g. Melakukan evaluasi hasil banding 
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9. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa 

Pajak dan Pejabat Fungsional Penilai PBB yang bertanggung jawab 

secara langsung kepada Kepala Kantor KPP Pratama. Dalam 

melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa 

berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat 

Fungsional Penilai PBB berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi 

Perpajakan. Pejabat Fungsional Pemeriksaan, berkordinasi dengan 

seksi pemeriksaan Pejabat Fungsional Peneliti : 

a. Berkordinasi dengan seksi Ekstensifikasi 

Prosedur pemeriksaan sederhana atau pemeriksaan lapangan : 

a. Ketua Kelompok Pemeriksa pajak menerima surat 

perintah pemeriksaan pajak, Surat pemberitahuan 

pemeriksaan pajak kepada wajib pajak, berkas dan data 

wajib pajak beserta dokumen-dokumen lainnya dari 

kepala seksi pemeriksaan, meneliti kemudian meneruskan 

kepada ketua tim pemeriksa pajak. 

b. Ketua tim pemeriksa pajak menerima surat perintah 

pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan pemeriksaan 

pajak kepada wajib pajak, berkas dan data wajib pajak, 
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beserta dokumen-dokumen lainya, kemudian melakukan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Mempelajari, menganalisis, mengidentifikasi masalah, 

menentukan arah pemeriksaan, menentukan ruang 

lingkup pemeriksaan serta pos-pos yang akan 

diperiksa secara mendalam untuk membuat program 

pemeriksaan. 

2. Membahas bersama anggota tim pemeriksa pajak 

selanjutnya meneruskan kepada ketua kelompok 

pemeriksa pajak. 

 Ketua kelompok pemeriksa pajak meneliti, membahas 

rencana program pemeriksaan dengan ketua tim 

pemeriksa pajak dan menyetujui program pemeriksaan 

untuk dilaksanakan kemudian meneruskan kepada Tim 

pemeriksa pajak. 

Tim pemeriksa pajak melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Mendatangi wajib pajak, memperkenalkan diri, 

memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa 

pajak, menyerahkan tindasan surat perintah 

pemeriksaan pajak dan asli surat pemberitahuan 

pemeriksaan pajak kepada wajib pajak, meminta 

tandatangan, cap, dan tanggal dari wajib pajak/yang 
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mewakili pada surat perintah pemeriksaan sebagai 

bukti tanda terima.  

2.   Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan pajak dan 

mengadakan wawancara dengan wajib pajak serta 

mengamati kegiatan usahanya.  

3. Meminjam buku-buku, catatan-catatan, dokumen-

dokumen lainnya termasuk informasi yang tersedia 

dalam sistem komputerisasi akuntansi wajib pajak 

serta data lain yang diperlukan.  

4. Melakukan penelitian pengendalian intern serta 

menyempurnakan program pemeriksaan berdasrkan 

hasil penelitian.  

5. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-

dokumen lainnya, informasi yang tersedia dalam 

sistem komputerisasi akuntansi dan berkas wajib pajak 

serta data lain.  

6.  Melakukan konfirmasi dan klarifikasi data kepada pihak 

ketiga yang terkait dengan wajib pajak.  

7.  Meminta dan menerima penjelasan lebih rinci dari 

wajib pajak mengenai buku-buku, catatan-catatan, 

dokumen-dokumen lainnya, informasi yang tersedia 
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dalam sistem komputerisasi akuntansi dan berkas 

wajib pajak serta data lain.  

8. Menuangkan hasil kerja pemeriksaan kedalam kertas 

kerja pemeriksaan (KKP).   

9. Menyimpulkan hasil pemeriksaan, membuat daftar harta 

kekayaan wajib pajak/penanggung pajak dan membuat 

konsep surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) 

dan pos-pos yang dikoreksi serta penjelasannya.  

10. Menyampaikan konsep SPHP besertalampiran-

lampirannya kepada ketua kelompok pemeriksa pajak.  

 

C. Kegiatan Umum KPP Pulogadung 

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 

dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, 

Pajak Bumi Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perarturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPP Pratama menyelenggarakan 

fungsi-fungsi sebagai berikut : 
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1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakan. 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

4. Penyuluhan perpajakan 

5. Penatausahaan Piutang pajak dan pelaksanaan Penagihan pajak 

6. Pelaksanaan pemeriksaan pajak 

7. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

8. Pelaksanaan konsultasi perpajakan 

9. Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak

 
 



 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama kegiatan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, 

Pulogadung, Jakarta Timur  yang berlangsung selama dua bulan dan di 

bimbing oleh Bapak Rasman (Seksi Penagihan) dan juga Ibu Neneng (Seksi 

PDI) , praktikan di tempatkan pada seksi  Pengolahan Data Informasi (PDI). 

Dimana, PDI merupakan divisi yang membantu tugas Kepala Kantor dalam 

mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan 

perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan 

dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing dan 

penyiapan laporan kinerja. 

Berikut adalah tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama 

menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Pulogadung : 

1. Melakukan perekaman SPT Masa untuk PPh pasal 23/26. 

2. Membuat Batch header untuk SPT masa yang telah selesai 

direkam. 
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B. Pelaksanaan Kerja 

 Dalam pelaksanaan tugas di KPP Pratama Pulogadung, praktikan 

harus memahami alur kerja yang digunakan dan memahami berkas-berkas 

yang akan dipersiapkan untuk di rekam. Praktikan ditempatkan di bagian 

Pengolahan Data Informasi (PDI)  dimulai pada tanggal 03 Juli 2017 sampai 

dengan 25 Agustus 2017. Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada hari pertama, 

praktikan  melakukan interview dengan karyawan bagian Personalia Human 

Capital Management (HCM) atau biasa disebut dengan Human Resources 

Development (HRD) dan diperkenalkan kepada seluruh karyawan  Pengolahan 

Data Informasi (PDI) KPP Pratama Pulogadung. Praktikan diberikan arahan 

oleh staff  karyawan KPP Pratama Pulogadung mengenai bidang kerja yang 

terdapat di KPP Pratama Pulogadung. Selanjutnya praktikan di tempatkan di 

bagian Pengolahan Data Informasi (PDI) Setelah itu, praktikan diberikan 

arahan oleh Kepala bagian seksi PDI dan staff karyawan PDI mengenai 

struktur organisasi, peraturan yang berlaku, dan ruang lingkup pekerjaan yang 

terdapat di bagian PDI. Kemudian, praktikan dibimbing untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh pembimbing.  

Berikut adalah tugas yang diberikan kepada praktikan selama 

menjalani PKL di KPP Pratama Pulogadung pada Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi : 

1. Melakukan Perekaman SPT Masa PPh Pasal 23/26. 

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh 
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badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. 

Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk memasukan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan 

dengan cara antara lain merekam, memindahkan data atau informasi di 

gital dari media elektronik atau jaringan komuniaksi data ke sistem 

informasi perpajakan di direktorat jendral pajak. Adapun kegunaan 

dari perekaman SPT Masa ini adalah untuk menyimpan data wajib 

pajak ke dalam master file wajib pajak menuju era digitalisasi data 

perpajakan. 

Perekaman SPT masa dilakukan dengan menggunakan sistem 

yang berasal dari Direktorat Jendral Pajak yang berbasis pemrograman 

data bernama Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP). 

Perekaman SPT Masa dilakukan setelah proses penelitian SPT Masa 

yang dilakukan di Seksi pelayanan selesai. 

Berikut langkah-langkah dalam melakukan proses perekaman 

SPT Masa : 

1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang di butuhkan, seperti : 

a) SPT yang akan di rekam 

b) dan jaringan Lan komputer 

2. Buka program Internet Explorer dengan memasukkan alamat 
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pada kolom address http://10.4.9.212/entryspt/login.aspx. 

3. Lalu Masukkan username dan password NIP pegawai untuk 

membuka aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak 

(SIDJP) 

4. Pada tampilan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal 

Pajak (SIDJP) kemudian pilih perekaman  PPh tahunan Masa-

2009, Lalu pilih Pasal 23/26. 

5. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang ingin di 

rekam di kolom Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai 

dengan lembar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Setelah di 

masukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan muncul data 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di aplikasi, Selanjutnya 

praktik mencocokan data Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

yang dikertas dengan data yang di komputer atau aplikasi 

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). 

6. Masukkan data yang terdapat pada Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) yang meliputi SPT Induk, Bukti Potong, dan 

juga Surat Setoran Pajak (SSP). 

7. Setelah selesai memasukkan semua lampiran dengan benar lalu 

simpan dan pilih menu selesai untuk melakukan validasi SPT 

tersebut. 

 
 

http://10.4.9.212/entryspt/login.aspx
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8. Lalu klik validasi dan apabila hasilnya balance kemudian  klik 

selesai. Dan Surat Pemberitahuan Tahunan  (SPT) yang sudah 

balance akan di buat batch header. 

9. Apabila hasilnya unbalance, maka praktik harus mengecek 

ulang sesuai dengan keterangan yang ada di aplikasi. dan 

apabila praktik sudah mengecek semuanya sesuai dengan kertas 

SPT dan tetap unbalance. Maka praktik harus mengeprint hasil 

unbalance tersebut lalu satukan dengan kertas SPT yang 

aslinya. dan langsung klik SPT lainnya. Jika praktik mengklik 

selesai padahal hasilnya unbalace maka akan berurusan dengan 

pihak Ditjen Pajak. Dan setelah proses Perekaman SPT Masa 

oleh Seksi PDI. SPT Masa dikembalikan kembali ke seksi 

pelayanan untuk dilakukan penatausahaan SPT, untuk SPT 

Masa yang unbalance akan dikirim ke Seksi Pemeriksaan dan 

ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan yang sesuai 

dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan. 

 

2. Membuat Batch header untuk SPT masa yang telah selesai direkam. 

  Batch header adalah  pemeriksaan dokumen yang diberi nomor 

seri dan terperinci dalam bundel per kelompok untuk diproses. Sudah 

diterapkan dari dulu, gunanya untuk memudahkan pencarian berkas 

dalam gudang berkas. Misalnya, ada Wajib Pajak (WP) ingin melakukan 
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pembetulan SPT, maka SPT  lama dicari dan disinkronkan dengan SPT 

Pembetulan buat dientry datanya. atau ada pengecekan data dari AR 

maka dicari di gudang berkas. 

  Dalam pembuatan batch header ini menggunakan SPT Masa 

yang telah selasai di rekam kemudian di kumpulkan menjadi satu dan di 

data dengan menggunakan aplikasi microsoft word sesuai dengan berkas 

SPT Masa yang telah selesai di rekam. 

Proses pembuatan batch header adalah sebagai berikut : 

1. Setelah melakukan perekaman, praktik di wajibkan membuat 

batch header untuk SPT Masa yang telah selesai di rekam. 

2. Satu lembar batch header berisikan 50 SPT Masa yang telah 

selesai di rekam. 

3. Membuka aplikasi microsoft word untuk melakukan pembuatan 

batch header. 

4. Setelah aplikasi microsoft word terbuka, praktik langsung 

mengambil SPT Masa yang balance dan memisahkan SPT Masa 

yang unbalance. 

5. Format tabel pembuatan batch header antara lain : 

a) Nomor 

b) Nama Wajib Pajak 

c) Masa/Tahun Pajak 

d) Nomor NPWP 
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e) Keterangan Balance. 

 

  Gambar III.1 

  Contoh Batch Header 

    Sumber: KPP Pratama Pulogadung 

 

6. Setelah selesai melakukan pembuatan batch header, kemudian di 

print sebanyak 2 lembar untuk dijadikan arsip seksi PDI. 

7. Kemudian praktik di wajibkan membuat batch header yang lebih 

sederhananya guna untuk mempermudah dalam pencarian SPT. 

Seperti gambar di bawah ini. Dan di print sebanyak 2 lembar. 
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    Gambar III.2 

    Batch Header 

                                  Sumber: http://www.ortax.org/files/downaturan/13PJ_SE27.pdf  

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melaksanakan PKL di KPP Pratama Pulogadung. Praktikan dihadapkan 

dengan permasalahan yang harus dihadapi dan membutuhkan solusi yang tepat 

sasaran dalam pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi yaitu: 

1. Tidak sinkronnya SPT Fisik dengan system. 

2. Praktik mengalami kendala saat mencocokan jasa jenis penghasilan. 

3. Praktik dituntun ketelitian dalam merekam SPT masa agar tidak terjadi 

kesalahan dalam memvalidasi 

4. Sulitnya membaca NTPN pada Surat Setor Pajak (SSP) 
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D. Cara Mengatasi Kendala 

 Usaha praktikan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat 

PKL adalah : 

1.  Praktik melakukan koreksi ulang terhadap berkas. 

2.  Praktikan harus aktif bertanya kepada atasan atau karyawan lainnya, dalam 

mengalami ketidak tahuan dalam mencocokan jenis penghasilan. 

3. Praktikan harus aktif bertanya kepada atasan atau karyawan lainnya mengenai 

cara mengoperasikan. 

4. Praktik harus aktif bertanya kepada atasan atau karyawan seksi PDI lainnya 

agar tidak terjadi kesalahan dalam proses perekaman SPT Masa tersebut.

 
 



 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kegiatan PKL yang dilakukan praktik di KPP Pratama Pulogadung 

Jakarta timur berlangsung selama 2 bulan. 

Praktik mendapatkan banyak pelajaran yang tidak di dapatkan di bangku 

perkuliahan seperti kedisiplinan yang tinggi, tanggung jawab, sopan santun, dan 

lainnya yang sifatnya berhubungan dengan etika. Dalam hal ini dapat 

pembelajaran yang sangat berguna  untuk kedepannya atau sebagai bekal untuk 

dilingkungan dunia kerja kelak. 

Selama melakukan PKL di KPP Pratama Pulogadung, praktik dapat 

memberikan kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan, sepeerti : 

a. Praktik dapat mengetahui tentang bagaimana caranya proses 

perekaman dan validasi pajak PPh 23 pada sistem aplikasi SIDJP. 

b. PKL dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja 

yang sesungguhnya kepada praktikan.  

c. Praktik juga dilatih untuk bersikap cermat, berhati-hati, dan penuh 

analisis dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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B. Saran 

1. Bagi praktikan :  

a) Mempersiapkan diri dari segi akademik maupun keterampilan agar 

dapat mendukung pelaksanaan PKL. 

b) Melaksanakan PKL di KPP Pratama Pulogadung hendaknya 

menggunakan dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh 

selama proses PKL berlangsung. 

c) Menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin terhadap tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan atasan. 

 

2.  Bagi Jurusan Akuntansi :  

a) Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL 

b) Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan agar dapat membantu 

mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL. 

 

3. Bagi KPP Pratama Pulogadung: 

a) Melakukan pengarsipan dokumen secara baik dan sistematis agar lebih 

mendukung produktifitas bekerja. 
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b) Kedisplinan para pegawai harus ditingkatkan kembali. istirahat harus 

sesuai dengan jam istirahat. Apabila saat jam bukan istirahat dan tidak 

ada kepentingan sebaiknya pegawai harus berada di kantor
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Lampiran 1 – Surat Permohonan PKL 

 

 

Sumber: BAAK Universitas Negeri Jakarta 
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Lampiran 2 – Logo Direktorat Jendral Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

Sumber: Direktorat Jendral Pajak 
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Lampiran  3 – Foto Copy SPT    

 

 

 

Gambar III.3 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.4 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.5 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.6 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.7 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.8 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Lampiran  4 – Screen Shoot Aplikasi SIDJP. 

 

 

Sumber III.9 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 

 
 



56 
 

 

 

Gambar III.10 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.11 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.12 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.13 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.14 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Gambar III.15 

Sumber: KPP Pratama Pulogadung 
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Lampiran  5 – Log Harian 
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Lampiran  6 – Daftar Hadir. 
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Lampiran  7 – Keterangan Selesai PKL. 
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Lampiran  8 – Kertas Penilaian PKL. 
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Lampiran  9 – Sertifikat Magang di KPP Pratama Pulogadung 
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Lampiran 10 – Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
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